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PUTUSAN

Nomor 1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Tigaraksa yang memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, 19 Oktober 1994,

umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kp.  x,

Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten. Dalam  hal

memberi  kuasa  kepada  Eko  Pratama  Putra,  S.H.I.,

Yuslina,  S.Sy.,  dan  Abdul  Kabir,  S.H.,  Para

Advokat/Pengacara/Penasehat  Hukum  dan  Konsultan

Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening

yang beralamat kantor  Gedung HM-234 Jl.  Aria Jaya

Santika  RT.  004/001  Desa  Pasirnangka,  Kecamatan

Tigaraksa,  Kabupaten  Tangerang,  Provinsi  Banten,

bertindak baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret

2022. 

Sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat,  lahir di Tangerang, 01 Oktober 1989, umur 32 tahun, agama

Islam, pendidikan Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

pekerjaan  Tidak  Bekerja, tempat  tinggal  di  Kp.  x,

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 

Sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 
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Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan; 

DUDUK PERKARA

       Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  21 Maret 2022

yang didaftarkan secara  elektronik melalui  Aplikasi  e-Court di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  dengan  register  perkara  Nomor

1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs,  tanggal  23  Maret  2022 dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

sah yang  telah  melangsungkan pernikahan pada  hari  Sabtu  tanggal  29

April  2017,  yang  dicatat  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama  (KUA) Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Banten  sebagaimana  sesuai  dengan Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

xxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Mei 2017;

2. Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  mana  dilaksanakan

secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk

membina  keluarga  yang  Sakinah,  Mawaddah  wa  Rahmah;  yakni

membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi

dengan  saling  memberikan  rasa  Sakinah, nyaman  dan  betah,saling

mencurahkan  Mawaddah,  rasa  cinta,  kasih  sayang,  penghargaan  dan

penghormatan,serta  senantiasa  mengharap  Rahmah Allah  SWT

sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur’an surat Ar-Rum: 21:

Artinya: “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-

istri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan

dijadikan-Nya  di  antaramu  mawadah  dan  rahmah.  Sesungguhnya  pada

yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang

berpikir”;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir

tinggal bersama di Kp. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. Bahwa  selama  Pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  selayaknya

suami  isteri  (Ba’da  Dukhul)  dan  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak

bernama: xxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 24 Juli 2018;
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5. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  berjalan

harmonis, namun kurang lebih sejak pada bulan Juni 2017 keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:

5.1. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan

rumah tangga;

5.2. Tergugat tidak pernah  transparan terkait penghasilan ;

5.3. Tergugat  sering  bermain  judi,  dalam  hal  ini  Penggugat  sudah

berulang kali menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap acuh;

6. Bahwa karena  sebab-sebab  tersebut  di  atas  Penggugat dan  Tergugat

sering  berselisih  dan  bertengkar,  namun  percekcokan  tersebut  pada

awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcokan itu semakin bertambah

tajam;

7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat dan

Tergugat tersebut terjadi  sekitar  pada bulan Juli 2021. Akibatnya Tergugat

pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  dan  tidak  pernah kembali.

Sehingga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  serumah dan  tidak  lagi

berhubungan selayaknya suami isteri;

8. Bahwa upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah

tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua

keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;

9. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat  merasa tidak sanggup lagi untuk

melanjutkan  rumah  tangga  dengan  Tergugat  karenanya  Penggugat

berkesimpulan  satu-satunya  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat

adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar biaya  perkara  yang  timbul  dari

perkara ini;

   Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  cq.  Majelis  Hakim  segera  memeriksa  dan
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mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap

Penggugat (xxxxxxxxxxxx);

3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap

didampingi kuasa hukumnya (Abdul Kabir, S.H.) di  persidangan, sedangkan

Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  yang surat  panggilannya dibacakan di  dalam sidang,  sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;      

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat  Eko Pratama Putra, S.H.I., Yuslina,

S.Sy., dan Abdul Kabir, S.H.,  telah memperlihatkan kartu anggota dan berita

acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan

Agama  Tigaraksa  register  Nomor  443/KUASA/1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

tanggal 23 Maret 2022;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Penggugat  agar  bersabar

menunggu  dan  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap

dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak

pernah  datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK xxxxxxxxxxx atas nama

xxxxxxxxxxxxPenggugat)  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah

Kabupaten Tangerang, tertanggal 23 Januari 2018, bukti surat tersebut

telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Penggugat

dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 1

Mei 2017, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan

dengan aslinya  yang ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua Majelis  diberi

kode P.1 dan diparaf; 

B. Bukti Saksi.

1.  xxxxxxxxxxxxxxxx,  identitas  lengkap  seperti  tersebut  dalam  berita

acara  sidang,  di  bawah  sumpah  telah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa, saksi adalah teman Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Juni  2017,  Penggugat  dan  Tergugat

sering bertengkar;

 Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat  suka  berjudi  dan  Tergugat  tidak  bertanggungjawab dalam

mencukupi kebutuhan rumah tangga;

 Bahwa saat ini  Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan

Juli  2021,  yang  mana  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama;

 Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita

acara  sidang,  di  bawah sumpah telah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut :

− Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat; 
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− Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 2017;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

− Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis

hanya  selama  2  bulan,  setelah  itu  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi,  karena  sering  terjadi  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

− Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat  suka  berjudi  sehingga  tidak  ada  memberikan  nafkah  untuk

kebutuhan  rumah  tangga,  bahkan  Penggugat  yang  berusaha

mencukupi kebutuhan keluarga;

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 bulan hingga

sekarang, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;

− Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang

diajukan  lagi,  dan  telah  memberikan  kesimpulan  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap kepada gugatannya sebagaimana tersebut dalam surat

gugatan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan

tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Kuasa  Hukum Pemohon (Abdul  Kabir,  S.H.),

telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat

kuasa  telah  terdaftar  pada  kepaniteraan  Pengadilan Agama  Tigaraksa

register  Nomor  443/KUASA/1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs  tanggal  23  Maret

2022,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  dan  Pasal  32  Undang-

Undang Nomor  18  Tahun 2003 tentang Advokat,  dengan  demikian  telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili  principalnya beracara

di persidangan;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  objek  dalam  perkara  ini  adalah

gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri,  maka gugatan  a quo

harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi

tempat kediaman Penggugat,  kecuali  apabila Penggugat  dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  (Fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili

Penggugat yang bertempat tinggal  di  Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Tigaraksa.  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana

tidak  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama,  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  Juncto Pasal  129 Kompilasi  Hukum Islam,  Pengadilan

Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang,  bahwa bukti  (P.2) berupa fotokopi  Kutipan Akta Nikah

atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,  merupakan  akta  autentik  yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi

meterai  serta  dicap  pos  sebagaimana  maksud  Pasal  3  ayat  1  Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan

dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1888

Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang,  bahwa  bukti  (P.2)  berhubungan  langsung  dengan

perkara  ini,  yang  menerangkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah
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melangsungkan  pernikahan  pada  tanggal  29  April  2017  yang  tercatat  di

Kantor  Urusan Agama Kantor  Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Jayanti,

Kabupaten  Tangerang,  serta  pembuatannya  sengaja  dibuat  untuk

dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

memenuhi syarat materil alat bukti surat, sebagaimana dimaksud Pasal 165

HIR Juncto Pasal 1868 KUHPerdata, telah membuktikan hubungan hukum

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  suami  istri  yang  sah

sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,

Juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat

memiliki  legal  standing dalam  mengajukan  gugatan  a  quo,  karena

Penggugat  adalah  pihak  yang  mempunyai  hak  dan  kepentingan  hukum

(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  meskipun  dipanggil  secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata

pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

 Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek: 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125  HIR yaitu putusan yang

dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  dapat  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim

menasihati  Penggugat  agar  bersabar  menghadapi  Tergugat  dan  berbaik

kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan

demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Juncto Pasal  82  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,  ketentuan mana

tidak  diubah  dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam  Juncto  Pasal  130 HIR.  Juncto Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah Agung (PerMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  fakta  peristiwa  yang  menjadi  pokok  masalah

dalam perkara  a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan Tergugat  sehingga rumah tangganya  tidak  harmonis  lagi

sejak  bulan  Juni  2017 disebabkan  karena  hal-hal  sebagaimana  termuat

dalam duduk perkara. Puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Juli

2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, akibat kondisi tersebut

Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  gugatannya, selain bukti

tertulis P.1 dan P.2,  Penggugat  juga telah mengajukan alat  bukti  2 (dua)

orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

Penggugat) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti

P.2  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah  membuktikan  hubungan  hukum

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagai  suami  istri  yang  sah,

sehubungan  pertimbangan  untuk  itu  telah  dipertimbangkan  sebagaimana

tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara a quo,

maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa  saksi Penggugat yang bernama  xxxxxxxxxxxxxxx

dan xxxxxxxxxxxxxxx tidak terlarang dalam perkara a quo dan telah disumpah

sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi

syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Penggugat menerangkan

keadaan rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat  sudah tidak  harmonis  lagi,

karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena  Tergugat suka berjudi

dan  tidak  bertanggungjawab  dalam  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  puncaknya  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah

rumah sejak bulan Juli 2021;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut

adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri, serta relevan dengan dalil

yang  harus  dibuktikan  Penggugat  dalam  gugatannya,  oleh  karenanya  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat

(1) HIR;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  keterangan  kedua  orang  saksi  telah

memenuhi  maksud  Pasal  171  ayat  (1) HIR dan keterangan keduanya saling

bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 170 dan 172 HIR,

maka keterangan dua orang saksi  Penggugat  memiliki  kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang

telah menikah pada tanggal 29 April 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak

bulan Juni  2017 karena sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus  disebabkan  karena  Tergugat  suka  berjudi  dan  tidak

bertanggungjawab  dalam mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2021;

- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat,  telah  memberikan  nasehat  agar

Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan

tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penggugat  agar  Pengadilan

menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta

hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  prinsip  dasar  perkawinan  atau  pernikahan  adalah

akad yang sangat kuat atau  mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah

dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  barometer  kerukunan  dalam suatu  rumah  tangga

dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri.
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Kelekatan  dimaksud  sebagaimana  digambarkan  dalam  Al-Quran  Surat  Al

Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "mereka  adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi

mereka”

Menimbang,  bahwa  untuk  mewujudkan  kelekatan  sebagaimana

dimaksud  dalam  ayat  al-Quran  di  atas,  diperlukan  adanya  unsur  saling

mencintai,  saling menyayangi,  adanya niat  yang besar  dari  suami  istri  untuk

menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing,

dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke

dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum di  atas,  telah  nampak

secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sering terlibat pertengkaran

disebabkan karena  Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggungjawab dalam

mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat.  Dan  antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan, sehingga antara

keduanya  sudah  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  masing-masing

sebagai  pasangan suami istri.  Keadaan yang demikian merupakan indikator

putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing

pihak  sudah  tidak  lagi  memperdulikan  satu  dengan  yang  lainnya,  terlebih

dengan memperhatikan perbuatan Tergugat yang dinilai  kurang bertanggung

jawab  terhadap  keluarga.  Hal  demikian  telah  berimplikasi  negatif  terhadap

Penggugat  sehingga Penggugat  sudah tidak bersedia lagi  mempertahankan

tali  perkawinannya  dengan  Tergugat,  dan  keengganan  Penggugat  tersebut

telah  nampak  pada  sikap  masifnya  di  persidangan,  yang  mana Penggugat

kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena

itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat

dikatagorikan sebagai rumah tangga yang rusak (broken marriage);

Menimbang,  bahwa  terlepas  dari  siapa  yang  menghendakinya,

terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi  antara Penggugat
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dengan  Tergugat,  membuktikan  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  tidak  sehat  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  filosopi  dasar  dan  tujuan

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat

21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  tidaklah  dapat  diwujudkan  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila

keadaan  rumah  tangga  yang  seperti  itu  tetap  dipertahankan,  patut  diduga

dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan mafsadat

(keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan

batin  yang  berkepanjangan  dari  kedua  belah  pihak,  maka  dalam  rangka

menghindari  timbulnya  penderitaan  tersebut,  menolak  keburukan  itu  harus

didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu

kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair,  yang

diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

المصالح      جلب على مقدم المفاسد      درء

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang,  bahwa  seharusnya  apapun  alasannya  perceraian  itu

sedapat mungkin harus dihindari,  akan tetapi  setelah melihat kondisi  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka

mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil  alih pendapat

pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang diambil

alih sebagai pendapat majelis, menyatakan sebagai berikut:

عليه        طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

طلقة  القاضي
Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri  kepada

suaminya  maka  hakim  (boleh)  menceraikan  suami-istri  itu  dengan

talak satu”;
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Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  memandang  jalan  terbaik  bagi

Penggugat  dan  Tergugat  agar  terhindar  dari  mafsadat  (keburukan)  tersebut

adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum

Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah

juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

اليذاء           وكان الزوج اعترف أو الزوجة ببينة القاضي لدي دعوها فاذاثبت

بينهما            الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه يطلق مما

بائنة   طلقة طلقها

Artinya  :  “Apabila  Hakim  telah  menemukan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh

Penggugat  (isteri)  atau  Tergugat  telah  memberikan  pengakuan,

sedangkan  hal-hal  yang  menjadi   gugatan   Penggugat  yaitu

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

suami  isteri  dan  Hakim  tidak  berhasil  mendamaikan  keduanya,

maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis

berkesimpulan, antara Penggugat  dengan Tergugat telah terjadi  perselisihan

dan  pertengkaran  terus-menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  dapat  hidup

rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  atau  dengan  kata  lain  perkawinan  yang

bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi

Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal

39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Jo

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan,  dengan  menyatakan  jatuh  talak  satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara  yang bersangkutan adalah bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89  Undang-Undang-undang  Nomor  7
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Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan

kepada Penggugat;

Menimbang,   bahwa  karena  perkara  yang  bersangkutan  dikabulkan,

maka Akta  Nikah Penggugat  dan Tergugat  berdasarkan Pasal  147 ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas

perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku

serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  dengan verstek; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Shughra  Tergugat  (xxxxxxxxxx)  terhadap

Penggugat (xxxxxxxxxxx);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tigaraksa pada hari Rabu 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan

tanggal  12  Ramadhan 1443  Hijriah,  oleh  kami  Mursyida,  S.Ag.,  M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Drs. Usman Ali, S.H. dan H. Samsul Fadli, S.Pd.,

S.H.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  ditunjuk  oleh

Ketua  Pengadilan  Agama  tersebut  dengan  Penetapan  Nomor

1637/Pdt.G/2021/PA.Tgrs  tanggal  23  Maret  2022,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh

Jupri  Suwarno,  S.Ag.,  S.Pd.I.,  M.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
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Mursyida, S.Ag., M.H

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ……………………. Rp  30.000,00

2. Biaya Proses …………………………. Rp  75.000,00

3. Biaya Panggilan ………………………  Rp 450.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan ………………  Rp  20.000,00

5. Biaya Redaksi ……………………….… Rp  10.000,00

6. Biaya Meterai ……………………. …… Rp  10.000,00

_______________________________________________ 

J u m l a h ….……………………………..   Rp 595.000,00

            (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1637/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


